NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN KEMBALI DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran,

maka dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diperpanjang
sampai dengan Desember 2011 sesuai dengan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal
Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan
Kelahiran;

. bahwa Peraturan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam
Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
perlu disesuaikan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan hurup b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perpanjangan Kembali Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran
Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019):

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);



. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3518);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran
Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
569);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan
Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008
Nomor 1);



Menetapkan :

12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);

13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN KEMBALI
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM
MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang.

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

B wnN

BAB Il
PENYELENGGARAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA
KELAHIRAN



Pasal 2

Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.

Pasal 3

(1) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan
Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya
terlambat;

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dalam
pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis
untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 4

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum vyaitu :

a. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;

b. Anak seorang ibu;

c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui
keberadaan orang tuanya.

Pasal 5
Dinas melaksanakan sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh

dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 3 Januari 2011
WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
Cap/Ttd
H. M. HARRY MULYA ZEIN

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1960071988021001

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 1



